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PUTUSAN
Nomor 2058/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam
perkara:
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 — 42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan  Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-
4966/PJ/2017, tanggal 18 Desember 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan
PT AGRO BUKIT, beralamat di Menara Global Lantai 16,
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur, Jakarta
Selatan;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-87236/PP/M.XVIB/13/2017, tanggal 28 September 2017, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon Banding, dapat
disimpulkan bahwa Terbanding tidak memiliki alasan memadai untuk
mempertahankan koreksi terkait dasar pengenaan PPh Pasal 26 sebesar
Rp23.262.040.000;
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Bahwa sesuai dengan Pasal 12(2) Undang — Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, jumlah pajak yang
terutang menurut Surat Pemberitahuan PPh Pasal 26 yang disampaikan oleh
Pemohon Banding adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, penghitungan PPh Pasal 26 untuk Masa
Pajak Januari-Desember 2010 menurut Pemohon Banding seharusnya

adalah sebagai berikut:

No Uraian Jumlah
1. | Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak 85.902.978.319
2 PPh Pasal 26 yang terutang 5.697.547.834
3 Kredit Pajak:
a.PPh ditanggung Pemerintah -
b.Setoran Masa 5.697.547.834

c.STP (Pokok Kurang Bayar) -
d.Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak.... -
e.Lain-lain -
f. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak.... -
g.Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f) 5.697.547.834
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3g.) -
5. Sanksi Administrasi:
Bunga Pasal 13 (2) KUP -
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP -
Bunga Pasal 13 (5) KUP -
Kenaikan 13A KUP -
Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c-d) -
6. | Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e) -

®|20|o|w

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
surat uraian banding tertanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-87236/PP/M.XVIB/13/2017, tanggal 28 September 2017, yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00605/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22
April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2010 Nomor
00002/204/10/058/15 tanggal 30 Januari 2015, atas nama: PT Agro Bukit,
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NPWP 02.275.446.9-058.000, beralamat di Menara Global Lantai 16, Jalan
Jend. Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, sehingga
Pajak Penghasilan 26 yang terutang Tahun Pajak 2010 dihitung kembali

menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 97.049.919.748
Pajak Penghasilan yang terutang Rp 5.822.995.184
Kredit Pajak:

Setoran Masa Rp 5.697.547.834
Pajak yang kurang dibayar Rp 125.447.350
Sanksi Administrasi:

Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 60.214.728
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 185.662.078

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2017,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 9 Januari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal
9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka
permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 9 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada
Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87236/PP/M.XVIB/13/2017
tanggal 28 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan

Kembali untuk seluruhnya;
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2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-87236/PP/M.XVIB/13/2017 tanggal 28 September 2017 untuk
seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-00605/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016
tentang Keberatan Waijib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2010 Nomor
00002/204/10/058/15 tanggal 30 Januari 2015, atas nama PT Agro
Bukit, NPWP 02.275.446.9-058.000, beralamat di Menara Global
Lantai 16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.27, Kuningan Timur,
Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh
karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar
semua biaya dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili

permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali
dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan
mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Terbanding Nomor KEP-00605/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016,
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mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2010 Nomor 00002/204/10/058/15

tanggal 30 Januari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP

02.275.446.9-058.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi

Rp185.662.078,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam
perkara a quo yaitu Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak
Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp23.262.040.000,00; yang tidak
dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan,
karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan
dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali
dan Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Kontra Memori
Peninjauan Kembali maka dalil-dalil yang diajukan dapat dibenarkan
yang sekaligus dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-
bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum
Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa
substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim
Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan
menerapkan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan
putusan Pengadilan Pajak a quo dan mengadili kembali dengan
pertimbangan hukum bahwa karena in casu berupa biaya Loan
Monitoring Fee vyaitu merupakan biaya terkait pinjaman Pemohon
Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada SCB
Singapore yang berinduk di Inggris dan sebenarnya Loan Monitoring Fee
adalah dimanfaatkan untuk kepentingan pihak bank dalam hal ini SCB.
Sedangkan Loan Monitoring Fee yang merupakan penghasilan yang
diterima SCB mengandung pengertian bunga, sehingga dikategorikan
sebagai interest (bunga) vide Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia - Inggris
yang menyatakan “The term ‘"interest" as used in this Article means
income from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the
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debtor's profits, and in particular, income from government securities and
income from bonds or debentures but shall not include any item which is
treated as a distribution under the provisions of Article 10 of this
Agreement; sehingga Keputusan Terbanding sekarang Pemohon
Peninjauan Kembali dilakukan secara terukur dan olehkarenanya koreksi
Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a
quo tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Pasal 32A serta Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan
juncto Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia-Inggris juncto Article 27 Vienna
Convention juncto Pasal 38 International Court of Justice juncto
Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional,

b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon
Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-
dali yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukan
sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan
Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91
huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali
menjadi sebesar Rp3.442.781.920,00; dengan perincian sebagai

berikut:

Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 120.311.959.748
Pajak Penghasilan yang terutang Rp 8.023.751.834
Kredit Pajak:

Setoran Masa Rp 5.697.547.834
Pajak yang kurang dibayar Rp 2.326.204.000
Sanksi Administrasi:

Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 1.116.577.920
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp 3.442.781.920

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

peninjauan kembali;
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Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-87236/PP/M.XVIB/13/2017, tanggal 28 September 2017, tidak dapat
dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali
perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan
kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum
membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-87236/
PP/M.XVIB/13/2017, tanggal 28 September 2017;

MENGADILI KEMBALLI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT AGRO
BUKIT;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,
M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
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Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael
Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi PK Rp2.484.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001
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